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TATA HUKUM, POLITIK HUKUM SERTA SUMBER HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA
· Pengertian Tata Hukum
Yaitu sejauhmana perbuatan atau tindakan yang menurut hokum atau yang bertentangan dengan hokum. Atau dapat didefinisikan bahwa tata hokum itu sebagai suatu susunan yang merupakan suatu keseluruhan yang bagian-bagiannya saling berhubungan dan saling menentkan.

· Hokum Positif adalah hokum yang sedang berlaku dalam suatu Negara.
· Politik Hukum Nasional meliputi politik hokum dan perundang-undangan, penerapan serta penegakannya. Dalam arti luas, terutama di Negara berkembang politik hokum nasional mencakup juga kebijakan atau politik pembangunan atau pembinaan hokum nasional.
· Politik Hukun Pemerintah Hindia Belanda 9Pasal 131 IS), menetapkan hokum di Indonesia sebagai :
1) Hukum Perdata dan dagang harus dikodifisir artinya diletakkan dalam kitab undang-undang

2) Untuk golongan Eropa dianut perundang-undangan di negari Belanda (asas korkondansi)

3) Untuk golongan bumi Putera dan Timur asing (Tionghoa, Arab dan India) baik sluruhnya maupun sebagian boleh menggunakan hokum untuk golongan Eropa, tetapi harus dijndahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka.

4) Golongan bumi Putera dan Timur asing, diperbolehkan “menundukkan diri” pada hokum yang berlaku untuk bangsa Eropa.

5) Sebelum hokum bangsa untuk Indonesia ditulis dalam UU, bagi mereka yang berlaku hokum adatnya.

· Sumber Hukum Indonesia
Maksudnya adalah segala setuatu yang memiliki sifat normatif yang dapat dijadikan tempat berpijak bagi dan atau tempat memperoleh informasi tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Sumber hokum Indonesia, meliputi :

1) Pancasila

Merupakan pandangan hidup, ideology bangsa serta sumber dari segala sumber hokum di Indonesia, artinya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat Negara yang bersangkutan serta menjadi tempat berpijak atau bersandar bagi setiap persoalan hokum yang ada atau yang muncul di Indonesia, tempat menguji keabsahan baik dari sisi filosofis maupun yuridis.

2) UUD 1945
Merupakan perwujudan dari tujuan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 yang terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 

3) Undang-undang

Secara yuridis, undang-undang memiliki dua makna, antara lain:

a. Undang-undang secara formal, yaitu setiap bentuk peraturan perundangan yang diciptakan oleh lembaga yang berkompeten dalam pembuatan undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. 

Contoh : UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria 


   UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan dan


   UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dsb.

b. Undang-undang secara material, artinya setiap produk hokum yang memiliki fungsi regulasi (pengaturan), yng bersumberkan sluruh dimensi kehidupan manusia, ekonomi, politik, social budaya, ksehatan, agama dan dimensi kehidupan lainnya.
Contoh: produk hokum yang dibuat oleh semua lembaga yang memiliki kompetensi membuat peraturan perundangan, seperti UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah.

4) Traktat atau Treaty

Merupakan produk hokum yang diciptakan dalam konteks hubungan antar Negara. Oleh karena itu, traktat berupa ;

a. Traktat bilateral, yaitu perjanjian yang diciptakan oleh Negara dan melibatkan dua Negara. 

Contoh; perjanjian tentang batas Negara antara Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Australia dan sebagainya.

b. Traktat multilateral, yaitu perjanjian antar Negara yang melibatkan lebih dari dua Negara. 

Contoh ; perjanjian internasional tentang ASEAN, AFTa, OPEC, APEC dan PBB.

5) Doktrin atau pendapat para ahli
Merupakan sumber hokum yang sangat penting bagi ilmu hokum dan perkembangannya, karena kemajuan pemikiran tentang hokum sangat tergantung antara lain kepada pendapat yang dikemukakan para ahli hokum untuk menyikapi fenomena yang terjadi setiap waktu.

Doktrin dapat dikemukakan dalam berbagai forum, seperti penelitian, seminar atau  dengan penerbitan buku yang membahas suatu topic, atau fenomena hokum tertentu.

Bahan Ajar Sistem Hukum Indonesia
 2

